SALINAN

P

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 57 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA

Menimbang

Mengingat

L

KOTA MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

a. bahwa Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga

(RW) pada Kelurahan merupakan pengurus lembaga
kemasyarakatan di Kelurahan yang berfungsi sebagai mitra
kerja pemerintah, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam
mewujudkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat maka perlu diberikan
penghargaan berupa insentif  untuk meningkatkan
kesejahteraan/kinerja, semangat kerja dan kualitas pelayanan
kepada masyarakat;

bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2016
tentang Indikator Penilaian Kinerja Ketua RT (Rukun Tetangga
dan Ketua RW (Rukun Warga) Kota Makassar sudah tidak
sesuai dengan perkembangan, schingga perlu dilakukan
penyesuaian untuk ditetapkan kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan
dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Penetapan
Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kota
Makassar.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 112,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan
Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-
kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan
Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 193);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ((Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar
{(Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN

INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA
KOTA MAKASSAR.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal ]

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

4.

(1)

Kota adalah Kota Makassar;

Walikota adalah Walikota Makassar;

Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kota Makassar;,

Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah
lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Kota yang memiliki peranan
dalam memelihara dan melestarikan nilai nilai kehidupan kemasyarakatan yang
berdasarkan swadaya, kegotong royongan dan kekeluargaan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan
bermasyarakat;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Insentif Ketua RT dan Ketua RW yang selanjutnya disebut Insentif Ketua RT/RW
adalah dukungan dari Pemerintah Kota kepada Ketua RT / RW pada Kelurahan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kinerja, semangat kerja dan kualitas
pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;

Tugas adalah sesuatu yang dikerjakan oleh sescorang baik sebagai akibat dari
jabatan yang dimilikinya maupun yang diberikan oleh pihak lain;

Tanggung jawab adalah merupakan satu atau seperangkat hal dan/atau
kegiatan yang mengikat seseorang dan bersifat wajib terkait jabatan yang
dimilikinya.

BAB I
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Tugas dan tanggung jawab Ketua RT/RW adalah :
a. meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kelurahan kepada

masyarakat;
b. membantu merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara

partisipatif;

c. membantu pemerintah kelurahan dalam mencapai realisasi target Pajak
Bumi dan Bangunan {PBB);

d. menciptakan lingkungan yang bersih;
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e. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Kota kepada masyarakat
di wilayah kerja RT/RW; dan

f. fungsi kontrol dalam menciptakan ketentraman dan kebersihan di
wilayahnya.

BAB III
SUMBER, BESARAN, DAN PENGANGGARAN

Pasal 3
(1) Pemberian insentif Ketua RT/RW bersumber dari APBD Kota Makassar.

(2) Besaran insentif Ketua RT/RW yaitu sebesar Rp1.000,000,- (satu juta rupiah)
setiap bulannya, dan sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan jika dianggap
perlu sesuai kemampuan APBD Kota Makassar.

(3) Perubahan besaran insentif sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Penetapan Insentif Ketua RT/RW dialokasikan dalam APBD dengan
mempertimbangkan kebutuhan besaran dan jumlah penerima insentif dan
dicantumkan dalam DPA-SKPD pada Kecamatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor
3 Tahun 2016 tentang Indikator Penilaian Kinerja Ketua RT (Rukun Tetangga) dan
Ketua RW (Rukun Warga) Kota Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 Oktober 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR
TTD

RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 2 Oktober 2020

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR
BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 57
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